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SEANTERONEWS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali
melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis malam. Dalam operasi tersebut,
tim  penyidik  mengamankan  sebanyak  10  orang  yang  diduga
terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi.

Selain  mengamankan  sejumlah  pihak,  KPK  juga  melakukan
penyegelan  terhadap  ruang  kerja  Bupati  Bekasi  di  kompleks
perkantoran  pemerintah  daerah.  Penyegelan  dilakukan  sebagai
bagian  dari  proses  penyidikan  dan  pengamanan  barang  bukti
terkait OTT tersebut.

Pantauan  di  lokasi  menunjukkan  sejumlah  penyidik  KPK
mendatangi kantor bupati dan memasang segel di beberapa akses
menuju  ruang  kerja  kepala  daerah.  Aktivitas  tersebut
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berlangsung  dengan  pengamanan  ketat  dan  menarik  perhatian
aparatur sipil negara serta masyarakat sekitar.

Hingga saat ini, KPK belum mengungkap secara rinci identitas
pihak-pihak  yang  diamankan  maupun  konstruksi  perkara  yang
sedang  ditangani.  Para  pihak  yang  terjaring  OTT  masih
menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik untuk menentukan
status hukum mereka.

Sesuai  ketentuan  hukum  acara  pidana,  KPK  memiliki  waktu
maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan apakah pihak-pihak yang
diamankan akan ditetapkan sebagai tersangka. KPK menegaskan
akan  menyampaikan  perkembangan  resmi  kepada  publik  setelah
proses pemeriksaan awal selesai dilakukan.

OTT di Bekasi ini menambah daftar operasi penindakan yang
dilakukan KPK sepanjang tahun berjalan, sekaligus menegaskan
komitmen lembaga antirasuah dalam memberantas praktik korupsi
di tingkat daerah.[]


